
Kuota ini tidak ada pembatasan usia

(pandemi 2 tahun lalu dibatasi usia di

bawah 65 tahun). Pemberangkatan haji

tahun lalu dan kuota di tahun 2023 menja-

di pelepas rindu terhadap keinginan ju-

taan calon jemaah haji pasca pandemi. 

Komitmen pemerintah membatalkan

pemberangkatan memang harus

didukung dengan penyampaian informasi

kepada calon jemaah haji agar mereka ti-

dak cemas dan tidak menjadi korban

penipuan. Selain itu pemerintah melalui

Kementerian Agama juga telah menyam-

paikan agar calon jemaah tidak perlu

mengambil dana haji-nya. Data memberi

gambaran tahun 2017 jumlah dana haji

mencapai Rp 102,5 triliun dengan nilai

manfaat Rp 5,3 triliun, di tahun 2018 men-

jadi Rp 112,4 triliun (nilai manfaat Rp 5,7

triliun). Tahun 2019 menjadi Rp 125 triliun

(nilai manfaat Rp 7,2 triliun) dan per Mei

2020 dana haji Rp 135 triliun dengan tar-

get nilai manfaat yang kembali ke jemaah

mencapai Rp 8 triliun.

Besaran dana haji tersebut tentu harus

dimanfaatkan maksimal sehingga potensi

dari nilai manfaat bisa kembali ke jemaah

termasuk manfaat untuk menurunkan be-

saran nominal dana haji yang tahun lalu

yaitu Rp 35,2 juta. Badan Pengelola

Keuangan Haji - BPKH menegaskan

bahwa besaran ongkos haji yang benar

adalah Rp 72 juta sehingga nilai manfaat

dari pengelolaan dana haji bisa menurun-

kan setoran ongkos haji.

Pada 2021 Arab Saudi membatasi

60.000 jemaah saja dan kurang dari

1.000 dibanding pelaksanaan tahun

2020. Hal itu dimaksudkan untuk menja-

ga kekhusyukan, keamanan dan kenya-

manan ibadah. Di satu sisi, akumulasi je-

maah cenderung terus meningkat. Misal

di tahun 2019 jumlah jemaah 2,5 juta dan

menjadi salah satu pertemuan keaga-

maan terbesar saat itu yang pastinya

membutuhkan manajemen pengelolaan

yang sangat sempurna.

Pemerintah Arab Saudi sangat berke-

pentingan untuk memberikan kualitas

layanan yang terbaik bagi jutaan tamu

Allah SWTketika melaksanakan ritual ha-

ji. Fakta memberikan keyakinan bahwa

Arab Saudi mendulang pendanaan yang

sangat besar dari kehadiran tamu Allah

SWT di ritual pelaksanaan ibadah haji.

Sebelum pandemi, ziarah Muslim menja-

di penghasil pendapatan utama bagi Arab

Saudi yaitu USD 12 miliar per tahun (seki-

tar Rp 173 triliun). 

Pandemi 2 tahun jelas berdampak sis-

temik, tidak hanya bagi pemerintahan

Arab tapi juga jutaan Jemaah yang se-

harusnya terjadwal berangkat haji 2 tahun

lalu. Ironisnya, ketika ada kepastian kuota

di tahun 2023 ternyata ada rencana ke-

naikan biaya haji menjadi Rp.69 juta.

Terlepas dari dilema ini, semoga pelak-

sanaan ibadah haji tahun ini menjadi

pelipur lara dan obat rindu jutaan jemaah

yang bersiap menjadi tamu Allah SWT.

Diharapkan terjamin kekhusyukan, kea-

manan dan juga kenyamanan ibadah

yang membutuhkan manajemen kom-

pleks. Semoga semua tamu Allah SWT

pada tahun ini menjadi haji mabrur.

(Penulis adalah  Dosen Pascasarjana

di Universitas Muhammadiyah Sura-

karta)-d

Sultan menuturkan, pihak-

nya tidak akan melepas status

kepemilikan Tanah Kasultanan

atau Sultan Ground untuk pem-

bangunan jalan tol di DIY. Baik

untuk trase Tol Yogya-Bawen

ataupun Tol Yogya-Solo. Se-

dangkan terkait kompensasi

penggunaan Tanah Kasultan-

an, Sultan HB X belum bisa

memastikan karena masih

dibahas oleh Kemenkumham.

Meski begitu, prinsipnya, status

Tanah Kasultanan atau Sultan

Ground sebagai Tanda Keisti-

mewaan DIYtak boleh hilang.

Jadi pihaknya tidak ingin

adanya transaksi jual-beli untuk

melepas Tanah Kasultanan.

"Dibayar tidak dibayar, pokok-

nya tidak ada transaksi jual-be-

li," tegas Sultan HB X.     (Ria)-f
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Jateng Selatan Masih Berpeluang Hujan
CILACAP (KR) - Badan

Meteorologi, Klimatologi dan

Geofisika (BMKG) menyam-

paikan, wilayah Jawa Tengah

bagian Selatan masih ber-

peluang mengalami hujan

setelah mengalami cuaca cer-

ah dalam beberapa hari ter-

akhir.

"Berdasarkan data hujan

yang terpantau oleh Pos

Pengamatan Hujan di sekitar

Kabupaten Cilacap, Banyu-

mas, Purbalingga, dan Kebu-

men, curah hujan masih terja-

di dari intensitas ringan hingga

lebat," kata Kepala Kelompok

Teknisi BMKG Stasiun

Meteorologi Tunggul Wulung

Cilacap Teguh Wardoyo di

Cilacap, Rabu (25/1).

Kendati demikian, Teguh

Wardoyo mengatakan, hujan

tidak setiap hari terjadi di

wilayah Jawa Tengah bagian

Selatan. "Ada yang sehari

hingga dua hari baru hujan

kembali. Bahkan kalau terjadi

hujan, hanya spot-spot (pada

titik tertentu) atau tidak merata,

dan durasinya tidak lama,"

katanya.

Teguh mengatakan, wila-

yah Jateng Selatan masih

dalam musim penghujan pa-

da akhir Januari 2023. Me-

ngenai cuaca cerah yang be-

lakangan meliputi bagian

wilayah Jateng bagian

Selatan, Teguh menjelaskan,

angin di lapisan 850 milibar

yang tiupannya cukup ken-

cang sampai 20 knot, dapat

menyebabkan pertumbuhan

awan hilang tersapu angin.

Kondisi yang demikian,

membuat tutupan awan men-

jadi berkurang dan langit tam-

pak lebih cerah. "Kondisi ini

normal, dan dalam beberapa

hari ke depan akan kembali

hujan untuk wilayah Cilacap,

Banyumas, dan sekitarnya,"

kata Teguh.                     (Ant)-d

Aspirasi dari PPDI itu didiskusikan oleh

Kemendagri bersama dengan para pe-

mangku kepentingan terkait lainnya,

seperti Kementerian Keuangan dan DPR

RI. "Nah, ini tentu harus kami diskusi dulu

dengan stakeholders masalah keuangan,

baik Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani,

DPR, Banggar, dan lain-lain," pungkas-

nya.

Terpisah, Wakil Presiden (Wapres) KH

Ma'ruf Amin menegaskan, usulan  per-

panjangan masa jabatan kepala desa

(kades) dan perangkat desa harus ditim-

bang dengan baik dari sisi rasionalitas

dan manfaatnya sebelum diputuskan de-

ngan resmi. Sehingga, keputusan yang

diambil nantinya dapat sesuai dengan

maksud dan tujuan diajukannya usulan

tersebut. 

"Mengenai masalah usul itu, saya kira

nanti itu akan dipikirkan. Mana yang

apakah rasional apa tidak, maslahat

(membawa kebaikan) apa tidak," tegas

Wapres usai membuka Rapat Kerja

Nasional (Rakernas) Pembangunan

Pertanian Tahun 2023 di Hotel Bidakara

Jakarta, Rabu (25/1).                        (Sim)-d

Presiden Jokowi juga telah memerintah-

kan Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menjadi

instansi terdepan (leading sector) dalam

pembangunan dan perawatan jalan di da-

erah.

Menurut Suharso, di tahap awal,

Pemerintah Pusat akan membantu mem-

perbaiki jalan daerah sepanjang 9.000 kilo-

meter (km). "Kita akan memulai dengan

membantu sekitar hampir 9.000-an kilome-

ter jalan dari yang diusulkan kira-kira sekitar

32.000 kilometer, tetapi kita tentu readiness

kriterianya diuji dan seterusnya," kata

Suharso.

Menurut Menteri PUPR Basuki

Hadimuljono, Inpres terkait perbaikan jalan

daerah ditujukan agar Pemerintah Pusat

dapat membatu Pemerintah Daerah untuk

melancarkan konektivitas.

"Itu karena tidak ditangani dengan baik

karena anggaran, bukan karena tak ada

prioritas, tapi memang anggarannya ma-

hal, kabupaten/kota terbatas. Ini yang di-

inginkan Bapak Presiden supaya kita bisa

membantu mempercepat perbaikan jalan-

jalan daerah tadi melalui Inpres ini," ujar

Basuki.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI

Muhammad Iqbal mendukung program

Pemerintah untuk memperbanyak pemba-

ngunan jalan dan jembatan di tahun 2023.

"Pada prinsipnya program dari Presiden

Jokowi itu bagus untuk menambah akses

jalan tol dan pembangunan infrastruktur

lainnya, hanya dilihat lagi sampai di mana

kemampuan keuangan negara," katanya.

Ia menjelaskan, Program Presiden itu

untuk membangun konektivitas antardaer-

ah dengan menambah akses jalan dan

jembatan. Hal itu dinilai sangat bagus ke

depan untuk mobilisasi masyarakat, na-

mun perlu dibarengi kemampuan keuang-

an negara agar yang dilaksanakan selesai

sesuai target. "Harapannya semua target

yang dicanangkan oleh Presiden itu bisa

terealisasikan sampai 2024," ujarnya.

Pada tahun 2023, Presiden berencana

membangun 444 km jalan baru dan 8.255

meter jembatan. Pembangunan jalan baru

dan jembatan ini sudah memulai pelelan-

gan sejak Oktober 2022 dari total 3.942

paket kontraktual dengan nilai Rp 89,11 trili-

un. (Ant/San)-f
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Untuk mengantisipasi ketersediaan beras di

pasaran, Wapres menyebut Pemerintah mela-

kukan sejumlah tindakan. "Kita masih surplus

(beras) tahun 2022 ini, jadi tidak ada masalah.

Soal harga beras naik itu yang pasti dampak

dari krisis pangan global yang memang

sekarang naik. Karena itu, BBM naik, jadi

dampak-dampak itu tentu akan berpengaruh,"

kata Wapres.

Ma'ruf Amin menyatakan, ketersediaan pa-

ngan dan stabilitas harga pangan menjadi per-

soalan kritikal yang harus senantiasa dikelola

dengan baik, seiring meningkatnya tren pertum-

buhan penduduk dan potensi krisis pangan ke

depan. Untuk itu, Wapres memerintahkan

Kementerian Pertanian (Kementan) agar

mengidentifikasi komoditas pangan yang tepat

dalam menghadapi krisis pangan dunia, serta

fokus mendorong pengembangannya, terma-

suk penetapan target produksi dan lokasinya.

"Saya minta fokus kita agar jangan hanya pa-

da surplusnya saja, tetapi juga pada besaran

angkanya. Harapannya jumlah surplus terus

meningkat dari tahun ke tahun. Artinya produksi

beras juga meningkat dari tahun ke tahun,"

tegas Wapres.

Wapres mengungkap fakta bahwa lahan per-

tanian semakin menyusut karena alih fungsi la-

han pertanian menjadi nonpertanian. Hal ini da-

pat menjadi ancaman nyata ketahanan pangan

di Indonesia apabila tidak dibarengi upaya me-

ningkatkan produksi.

"Kementerian Pertanian saya minta mem-

buat terobosan-terobosan untuk lompatan

peningkatan produktivitas dan penciptaan ni-

lai tambah produk pertanian. Harapannya,

walaupun lahan terbatas, produktivitas dan

pendapatan petani dapat terus ditingkatkan,"

kata Wapres.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo

menyampaikan, Kementan bersama para pe-

mangku kepentingan akan terus mengu-

payakan peningkatan kapasitas produksi

dalam negeri, khususnya dalam substitusi pa-

ngan dan peningkatan ekspor. 

"Akan kami tingkatkan kapasitas produksi pa-

ngan, tidak ada pangan yang mundur.

Mengurangi impor seperti kedelai, kami akan

coba sikapi Pak, jagung, gula, tebu, dan daging

sapi," ujar Menteri Syahrul. 

"Yang kedua, pengembangan pangan sub-

stitusi impor, seperti ubi kayu, sorgum, dan sagu

untuk substitusi gandum. Domba, kambing, un-

tuk substitusi daging yang kemungkinan akan

bergejolak dalam climate change dan prediksi

global yang akan datang. Yang ketiga, mening-

katkan ekspor seperti, sarang burung walet, po-

rang, ayam, dan telur," tambahnya.  (Ati/Sim)-f

JAKARTA (KR) - Kementerian Pem-

berdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak (KemenPPPA) mendukung penuh

upaya percepatan pengesahan Ran-

cangan Undang-Undang Perlindungan

Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

RUU PRT ini hadir untuk mewujudkan

perlindungan terhadap pekerja rumah

tangga sebagai bagian dari upaya mene-

gakkan prinsip hak asasi manusia.

Menteri Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang

Puspayoga mengungkapkan, untuk

mengawal pengesahan RUU PPRT, pe-

merintah akan mendorong komitmen

bersama dan kerja-kerja politik dengan

DPR dan masyarakat sipil. Selain itu,

Gugus Tugas Percepatan Pembahasan

RUU PPRT ini juga harus segera

memetakan langkah dan strategi yang

harus dilakukan selanjutnya terkait siapa

yang harus berbuat apa.

"Kita mendorong DPR agar segera

memparipurnakan dan menjadikan RUU

PPRT ini inisiatif DPR. Berkaca pada pe-

ngalaman pengesahan Undang-undang

Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU

TPKS), dalam pembahasannya jika terda-

pat perbedaan pendapat merupakan hal

yang wajar, tinggal bagaimana kita dapat

mengakomodir kepentingan seluruh pi-

hak, utamanya PRT dalam hal pengaku-

an dan perlindungan," tutur Menteri PPPA

dalam Rakor Penetapan Rancangan

Undang-Undang Perlindungan Pekerja

Rumah Tangga, di Kantor Kementerian

Ketenagakerjaan, Jakarta.

Menteri PPPA mengungkapkan, pe-

nyempurnaan harus dilakukan melalui

pengesahan RUU PPRT ini. Mengingat

jumlah Pekerja Rumah Tangga (PRT) di

Indonesia mencapai hampir 2 juta jiwa, dan

18 persen diantaranya adalah PRT anak

yang berumur di bawah 18 tahun, dan 84

persen diantaranya adalah perempuan.

Menteri PPPAmengatakan pasal-pasal

dalam RUU PPRT ini memuat kesepa-

katan dan kerja sama dalam hal relasi an-

tara majikan dan PRT serta pengawasan

terhadap para penyalur. "Jumlah tersebut

menjadi baseline bagi kami sekaligus

tanggungjawab moral bagi KemenPPPA

untuk memberikan komitmen bagaimana

kami akan mengawal pembahasan RUU

PPRT ini hingga disahkan menjadi UU.

Untuk mendukung langkah tersebut, upa-

ya sosialisasi perlu dilakukan baik secara

langsung maupun melalui pemberitaan

maupun media sosial. Mudah-mudahan

di tahun ini kita bisa memberikan yang ter-

baik tidak hanya kepada para pekerja ru-

mah tangga, tapi juga mengawal kolabo-

rasi dan kesepakatan antara pemberi ker-

ja dan para penyalur mengingat RUU

PPRT yang usianya sudah hampir 19

tahun," tambahnya.                              (Ati)-f

Hal itu dianggap menjadi masalah se-

cara statistik, karena penduduk dikate-

gorikan miskin apabila rata-rata pengelu-

aran perkapita perbulan berada di bawah

garis kemiskinan. Berarti ada sesuatu yang

sifatnya anomali, kan gitu. Mungkin pola

kebijakan itu berlaku seluruh Indonesia.

Tapi di DIY terjadi anomali seperti itu. Tapi

kan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak bisa

mengubah hanya untuk DIY (menghitung

aset)," ujar Sultan HB X di Kepatihan,

Yogyakarta, Rabu (25/1).

BPS mencatat persentase penduduk

miskin DIY sebesar 11,49 persen dan

menduduki peringkat pertama di Pulau

Jawa. Dengan persentase tersebut terda-

pat 463,63 ribu orang miskin di DIY.

Menurut Sultan, sebetulnya DIY sudah

berupaya mengatasi kemiskinan dengan

memberikan bantuan uang tunai. Namun

ketika mendapatkan bantuan tunai, belanja

untuk konsumsi masyarakat tidak meng-

alami peningkatan. Dampaknya tingkat

konsumsi warga tetap berada di bawah

garis kemiskinan. "Misalnya untuk biaya

konsumsi warga miskin perbulan dihitung

Rp 480.000. Untuk mencegah supaya ti-

dak miskin diberi Rp 100.000 dengan ha-

rapan pengeluarannya jadi Rp 580.000.

Tapi kalau Rp 100.000 itu tidak dikonsumsi,

namun untuk barang lain atau disimpan, ya

pengeluarannya tetap kurang meski sudah

ditambah Rp 100.000 (masih Rp 480.000

dan masuk kategori miskin)," terang Sultan

seraya menambahkan, kemiskinan di DIY

secara persentase memang lebih tinggi

dari Jawa Tengah. Namun dari sisi jumlah,

angka kemiskinan di Jateng jauh lebih ting-

gi. (Ria)-d

"Yosua melakukan perbuatan keji. Ia melaku-

kan kekerasan seksual, menganiaya, dan men-

gancam membunuh, bukan hanya bagi saya,

melainkan juga orang-orang yang saya cintai jika

ada orang lain yang mengetahui apa yang ia

lakukan," kata PC ketika membaca nota pembe-

laannya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta

Selatan, Rabu (25/1).

PC mengaku mengalami trauma yang men-

dalam dan hingga saat ini menanggung malu

berkepanjangan. "Bukan hanya saya, tetapi juga

seluruh anggota keluarga kami," ucapnya.

Setelah kejadian tersebut, Putri mem-

beranikan diri untuk menceritakan apa yang di-

alami kepada suaminya, Ferdy Sambo (FS). PC

menceritakan kejadian yang dialami di Magelang

kepada FS di Saguling Jakarta Selatan, 8 Juli

2022.

"Saya hancur dan malu sekali saat harus

menceritakan kejadian kelam tersebut. Tidak

bisa dijelaskan bagaimana dinginnya suasana

pembicaraan tersebut. Sesekali saya meman-

dang suami. Matanya kosong, tubuhnya berge-

tar dan tarikan napasnya menjadi sangat berat,"

tutur PC.

Melalui nota pembelaan ini, PC menjelaskan,

dirinya berjalan ke kamar meninggalkan FS yang

masih duduk di ruangan lantai 3 rumah Saguling.

"Saya berjalan ke kamar, meninggalkan suami

yang masih duduk di ruangan tadi," ujarnya.

Pernyataan ini sekaligus membantah kete-

rangan Richard Eliezer yang mengatakan, PC

turut hadir di ruangan bersama FS ketika

suaminya itu memanggil Eliezer ke lantai 3

Saguling dan meminta Eliezer untuk menembak

Yosua. (Ant)-d
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